
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR 4 TAHUN 2005 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 

DI PROVINSI JAWA TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi 

Pemerintahan di Daerah, arsip merupakan bagian bahan 

pertanggung jawaban nasional yang harus dikelola, 

dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan 

bukti, bahan penelitian dan diberdayakan untuk 

kelangsungan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan; 

 

  b. bahwa berhubung dengan huruf a, wewenang dan tanggung 

jawab penyelenggaraan kearsipan, sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab Pemerintah ; 

 

  c.  bahwa berhubung dengan huruf a dan huruf b, agar dapat 

dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka 

dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Kearsipan Di 

Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah ; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

 

  2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2964); 

 

  3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3274); 

 

  4.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3674); 

 

  5.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

43 89); 

 

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang 

Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3151); 

 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3912); 

 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Peralihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikro 

Film Atau Media Lainnya Dan Legalisasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3913); 

 

  10. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Arsip Statis; 

 

  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 

2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, 

Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi 

Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Provinsi Jawa 

Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan 

Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, 

Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak 

Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan 

Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, 

Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan 

Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 

Nomor 27); 

 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 

2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E 

Nomor 2) 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

dan 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI 

PROVINSI JAWA TENGAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2.  Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

3.  Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah. 

4.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

6.  Lembaga Kearsipan Daerah adalah Badan Arsip Daerah yang dibentuk 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai kewenangan mengelola 

kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

7. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas dan 

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

8.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, 

Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang 

sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya. 

9. Kearsipan adalah kegiatan penyelenggaraan pengelolaan arsip dari masa 

penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian. 

10. Unit Kearsipan adalah Unit kerja yang secara fungsional mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengarahkan, mengendalikan dan menangani 

kearsipan pada instansi. 

11. Unit Pengolah adalah Unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi 

di lingkungan Perangkat Daerah sebagai pencipta dan pengguna arsip aktif. 
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12. Arsip adalah 

a.  Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan 

Badan-badan Pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

Pemerintahan. 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta dan atau 

perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun 

berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

13. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan 

administrasi Negara. 

14. Arsip Dinamis Aktif adalah arsip yang secara langsung terus menerus diperlukan 

dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi Negara. 

15. Arsip Dinamis In Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya untuk 

penyelenggaraan administrasi negara sudah menurun. 

16. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 

perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun 

untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara. 

17. Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan kegiatan kearsipan. 

18. Tenaga Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil kecuali Arsiparis yang melakukan 

kegiatan kearsipan pada Instansi Pemerintah. 

19. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi 

kepentingan pengguna arsip. 

20. Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai 

guna yang terkandung di dalamnya. 

21. Jadual Retensi Arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan 

arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip. 

22. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip secara memindahkan arsip 

in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak 

bernilai guna dan menyerahkan arsip statis ke Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 

23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna 

menemukan tersangkanya. 

24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 

melakukan penyidikan. 

 

BAB II 

TUJUAN KEARSIPAN 

 

Pasal 2 

 

Tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah : 
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a.  Menyediakan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; 

b.  Menyediakan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah; 

c.  Menjamin keselamatan, keamanan dan kelestarian arsip sebagai sumber 

informasi, bahan bukti, bahan penelitian, dan warisan budaya bangsa. 

 

BAB III 

KEWAJIBAN KEARSIPAN 

 

Pasal 3 

 

Guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 , Pemerintah Daerah berkewajiban : 

a.  membentuk Lembaga Kearsipan Daerah dan Unit-unit kearsipan pada Perangkat 

Daerah; 

b.  mengangkat tenaga-tenaga Fungsional Arsiparis termasuk di dalamnya 

pengaturan tentang pemberian tunjangan, biaya operasional dan pembinaan karier 

Arsiparis ; 

c.  memberikan kesejahteraan kepada Arsiparis dan Tenaga Kearsipan sesuai dengan 

tugas dan fungsi berupa Jaminan Kesehatan dan Extra Fooding. 

d. menyelenggarakan pendidikan kearsipan ; 

e. menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standarisasi peralatan 

kearsipan ; 

f. meyediakan dana untuk penyelenggaraan kearsipan termasuk di dalamnya 

menyediakan ganti rugi arsip yang bernilai pertanggungjawaban bagi Pemerintah 

Daerah dan Negara yang masih berada dalam penguasaan perorangan atau Badan 

Swasta ; 

g. menetapkan dan melaksanakan sistem kearsipan yang serasi dan terpadu dengan 

sistem kearsipan nasional ; 

h. melakukan penelitian dan pengembangan kearsipan ; 

i.  melakukan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan budaya tertib arsip di Daerah; 

j. membina dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan kearsipan yang mampu menghimpun, memelihara, 

menyelamatkan dan mengamankan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan. 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelengarakan kearsipan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya masing - masing berdasarkan pada Peraturan Daerah ini. 

(2) Setiap Aparatur Pemerintah wajib memahami, melaksanakan dan mentaati 

peraturan kearsipan yang berlaku sebagai suatu kewajiban yang melekat pada 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan Pemerintahan.  

 

Pasal 5 

 

(1) Setiap orang dan badan.yang memiliki arsip bernilai guna pertanggungjawaban 

nasional, wajib menyerahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah. 
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